BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sikap hakim
terhadap hasil mediasi dalam penentuan hak asuh anak melalui
perbandingan  Putusan  Pengadilan @ Agama  Bukittinggi  Nomor
617/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PP, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum kedua pengadilan pada dasarnya sama-sama
menghormati kesepakatan mediasi sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum dan tidak merugikan kepentingan anak. Perbedaan yang muncul
terletak pada pola penerapannya: hakim PA Bukittinggi lebih
menonjolkan kedudukan kesepakatan sebagai pedoman penyelesaiaan,
sedangkan hakim PA Padang Panjang melakukan pemeriksaan lebih
mendalam sebelum mengukuhkannya. Dengan demikian, kedua hakim
tetap menghargai hasil mediasi, tetapi memiliki pola pertimbangan yang
berbeda dalam menyeimbangkan kesepakatan orang tua dengan
kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perbedaan sikap hakim Pengadilan Agama PA Bukittinggi dan PA Padang
Panjang terhadap hasil mediasi tidak bersumber dari perbedaan
pemahaman hukum, melainkan dari variasi penerapan hukum kasuistik
(internal legal culture). Hakim PA Bukittinggi cenderung korektif-aktif,
sementara hakim PA Padang Panjang bersikap dipengeruhi oleh kondisi
faktual perkara, sehingga mencerminkan penegakan prinsip hukum yang
sama atas fakta yanf berbeda, bukan ketidakkonsistenan.

3. Ditinjau dari maqashid syari’ah, kedua sikap hakim pada dasarnya
memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kemudaratan bagi anak. Baik penghormatan terhadap
kesepakatan hasil mediasi dapat dibenarkan selama diarahkan pada

perlidungan kepentingan terbaik anak sesuai Hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan
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hifz al-nasl. Terutama hifz al-nasl, yaitu menjaga kehidupan,
perkembangan akal, serta keberlangsungan dan perlindungan keturunan.
Oleh karena itu, maqasid syari’ah tidak menetapkan bahwa hak asuh
harus selalu diberikan kepada ibu atau ayah, melainkan kepada pihak dan
pola pengasuhan yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan anak
berdasarkan kondisi konkretnya. Dengan demikian, baik penghormatan
terhadap hasil mediasi maupun pemeriksaan terhadap kesepakatan dapat
dibenarkan selama keduanya diarahkan pada perlindungan dan
kepentingan terbaik bagi anak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap memberikan
penghormatan terhadap kesepakatan yang dicapai para pihak melalui
mediasi, tetapi tetap melakukan pemeriksaan terhadap kesepakatan
tersebut penting terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hak
asuh anak karena anak merupakan pihak yang kepentingannya harus
mendapatkan perlindungan. Hakim juga diharapkan memberikan
pertimbangan yang cukup jelas mengenai alasan diterima atau ditidaknya
suatu kesepakatan. Kejelasan pertimbangan dapat membantu para pihak
memahami dasar putusan dan dapat meningkatkan kepastian hukum.
Dalam perkara hadhanah, pertimbangan sebaliknya tidak hanya
menjelaskan kesepakatan orang tua, tetap juga menunjukkan bagaimana
kepentingan dan kondisi konkret anak telah dipertimbangkan.

2. Bagi Mediator, diharapkan dapat membantu para pihak menyusun
kesepakatan yang jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan
mengenai hak asuh anak sebaiknya tidak hanya menentukan siapa yang
menjadi pemegang hak asuh, tetapi juga mengatur hubungan anak
dengan orang tua lainnya, kewajiban nafkah, serta bentuk tanggung

jawab orang tua setelah perceraian. Mediator juga perlu memastikan
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bahwa kesepakatan lahir dari kehendak bebas para pihak dan tidak
mengandung ketentuan yang dapat merugikan kepentingan anak. Dengan
demikian, hasil mediasi akan lebih mudah untuk diterima dan

dipertimbangkan oleh majelis hakim.

. Bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agunng, diperlukan pedoman
yang lebih jelas mengenai batas kewenangan hakim dalam menilai dan
menguatkan kesepakatan mediasi yang berkaitan dengan hak asuh anak.
Pedoman tersebut penting untuk mengurangi perbedaan penerapan
hukum sekaligus tetap memberikan ruang kepada hakim untuk

mempertimbangkan kondisi konkret setiap anak.

. Bagi para orang tua, kesepakatan dalam mediasi hendaknya tidak hanya
didasarkan pada kepentingan masing-masing, tetapi mengutamakan
kebutuhan dan masa depan anak. Perceraian tidak menghapus tanggung
jawab orang tua terhadap anak, sehingga pengasuhan, nafkah,
pendidikan, kasih sayang, dan hubungan anak dengan kedua orang tua
tetap perlu dijaga.

. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan
menggunakan lebih banyak putusan dari berbagai Pengadilan Agama
serta melibatkan hakim, mediator, dan orang tua sebagai informan.
Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji pelaksanaan kesepakatan hak
asuh setelah putusan dijatuhkan sehingga dapat diketahui sejauh mana
hasil mediasi benar-benar memberikan kemaslahatan dan perlindungan

bagi anak.
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